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LAMPIRAN I

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-03/PJ/2012
Tanggal : 03 Februari 2012

PROSEDUR EVALUASI WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

Dalam rangka melaksanakan evaluasi Wajib Pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta
Khusus, dan KPP Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak
setiap 3 (tiga) tahun, diperlukan ketentuan yang mengatur prosedur evaluasinya. Dalam lampiran ini, akan
diuraikan prosedur evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja di dalam lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak.
A. Prosedur evaluasi di KPP
1. Account Representative

a. Membuat daftar Wajib Pajak badan terbesar yang berada di bawah pengawasannya yang berisi
data realisasi pembayaran pajak kotor dan peredaran usaha yang tercantum di dalam SPT
Tahunan PPh Badan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

b. Menyusun peringkat Wajib Pajak terbesar berdasarkan pembobotan 80% (delapan puluh
persen) untuk rata-rata realisasi pembayaran pajak selama 3 (tiga) tahun dan 20% (dua puluh
persen) untuk rata-rata peredaran usaha selama 3 (tiga) tahun dengan menggunakan formulir
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.

C. Menyusun daftar peringkat Wajib Pajak terbesar Seksi Pengawasan dan Konsultasi berdasarkan
peringkat Wajib Pajak terbesar sebagaimana dimaksud pada huruf b.

d. Menyerahkan daftar peringkat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala
Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
Meneliti dan menyetujui daftar peringkat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c
kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk dikompilasi.
3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

a. Mengompilasi dan menyusun daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP berdasarkan daftar
peringkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) KPP Wajib Pajak Besar, KPP Penanaman Modal Asing, dan KPP Madya menyusun daftar
peringkat seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di masing-masing KPP-nya;

2) KPP Perusahaan Masuk Bursa menyusun daftar peringkat seluruh Wajib Pajak emiten
yang terdaftar di KPP-nya;

3) KPP Badan dan Orang Asing Satu menyusun daftar peringkat seluruh Wajib Pajak bentuk
usaha tetap yang terdaftar di KPP-nya;

4) KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya menyusun daftar
peringkat 100 Wajib Pajak badan terbesar yang terdaftar di wilayah kerjanya;

dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.

b. Meneliti dan memaraf daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP sebagaimana dimaksud pada

huruf a serta menyampaikannya kepada Kepala KPP.

4. Kepala KPP
Meneliti dan menyetujui daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP sebagaimana dimaksud pada
angka 3 huruf b serta menandatanganinya.

Keterangan:

- Daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJP atasannya paling
lama akhir bulan Maret tahun evaluasi dilakukan.

B. Prosedur evaluasi di Kanwil DJP
1. Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi:

a.

Menerima surat permintaan daftar peringkat Wajib Pajak terbesar Kanwil DJP dari Direktur
Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Membuat surat permintaan daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP kepada seluruh KPP yang
berada di dalam wilayah kerjanya paling lambat akhir bulan Januari tahun dilakukannya
evaluasi.

Mengompilasi daftar peringkat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 dari
seluruh KPP yang berada di wilayah kerjanya.

Menyusun daftar peringkat Wajib Pajak badan terbesar Kanwil DJP berdasarkan hasil kompilasi
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dan menyusun daftar usulan Wajib Pajak yang akan
didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP, dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

a) menyusun daftar peringkat seluruh Wajib Pajak badan terbesar Kanwil DJP dengan
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menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V; dan

b) menyusun daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari
KPP Wajib Pajak Besar Satu dan Wajib Pajak Besar Dua dengan menggunakan
formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI.

2) Kanwil DJP Jakarta Khusus

a) menyusun daftar peringkat seluruh Wajib Pajak badan terbesar Kanwil DJP dengan
menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V;
b) menyusun daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari

KPP Badan dan Orang Asing Dua dengan menggunakan formulir sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran VI; dan

c) menyusun daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari
KPP Perusahaan Masuk Bursa dengan menggunakan formulir sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran VI.

3) Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya

a) Menyusun daftar peringkat 200 Wajib Pajak terbesar Kanwil DJP dengan
menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.

b) Menentukan jumlah Wajib Pajak yang akan terdaftar di KPP Madya.

C) Menyusun daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari
KPP Madya dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran VI.

e. Menyampaikan daftar peringkat dan daftar usulan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
huruf d kepada Kepala Kantor Wilayah untuk diteliti dan disetujui.

2. Kepala Kantor Wilayah meneliti dan menyetujui daftar peringkat dan daftar usulan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e serta mengirimkannya kepada Direktur Potensi,
Kepatuhan, dan Penerimaan.

Keterangan:

Dalam menentukan Wajib Pajak Badan terbesar Kanwil DJP, perlu diperhatikan Wajib Pajak dengan
jenis usaha yang bersifat musiman seperti jasa konstruksi, importir, atau indentor pihak lain.

Daftar peringkat Wajib Pajak terbesar Kanwil DJP disampaikan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan,
dan Penerimaan paling lama akhir bulan April tahun evaluasi dilakukan.

Daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Wajib Pajak Besar Satu
dan KPP Wajib Pajak Besar Dua dan Daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan
dari KPP Badan dan Orang Asing Dua disampaikan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan
Penerimaan paling lama akhir bulan April tahun evaluasi dilakukan.

Daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa
disampaikan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan paling lama akhir bulan Juni tahun
evaluasi dilakukan.

Daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Madya disampaikan
kepada Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan paling lama akhir bulan Agustus tahun evaluasi
dilakukan.

Prosedur evaluasi di Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
1.

Membuat surat permintaan daftar peringkat Wajib Pajak terbesar Kanwil kepada seluruh Kanwil DJP
Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Kanwil yang membawahi KPP Madya paling lambat
akhir minggu kedua bulan Januari tahun dilakukannya evaluasi.

Mengompilasi daftar peringkat Wajib Pajak terbesar Kanwil yang diterima dari seluruh Kanwil DJP
Wajib Pajak Besar, Kanwil DJIP Jakarta Khusus dan Kanwil yang membawahi KPP Madya serta
menyusunnya menjadi daftar peringkat Wajib Pajak badan terbesar nasional dengan menggunakan
formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.

Membuat nota dinas permintaan data pembayaran pajak, data peredaran usaha, dan data lainnya
yang diperlukan atas Wajib Pajak terbesar nasional hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada angka
2, kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.

Membandingkan data sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan data yang diperoleh dari Direktur
Teknologi Informasi Perpajakan.

Menentukan jumlah Wajib Pajak yang akan terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak
Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, kecuali KPP Badan Usaha Milik Negara dan KPP Badan dan
Orang Asing Satu, dengan memperhatikan beban kerja masing-masing KPP dan berkoordinasi dengan
Kepala Kanwil DJP yang bersangkutan.

Menentukan nama Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP di lingkungan Kanwil
DIP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan berkoordinasi dengan Direktur Teknologi
Informasi Perpajakan serta Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan.

Menerima daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan
Masuk Bursa paling lama akhir bulan Juni tahun evaluasi dilakukan.

Membuat daftar Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP di lingkungan Kanwil
DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling
lama akhir bulan Juli tahun evaluasi dilakukan.

Membuat dan mengirimkan daftar Wajib Pajak masuk dan keluar dari KPP di lingkungan Kanwil DJP
Wajib Pajak Besar dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus kepada Kanwil DJP yang
bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII paling lama
akhir bulan Juli tahun evaluasi dilakukan.
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10. Menerima daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Madya paling
lama akhir bulan Agustus tahun evaluasi dilakukan.

11. Menetapkan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP di lingkungan Kanwil DJP
Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya.

12. Membuat dan menyetujui konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang:

a. Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan
Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor
Pelayanan Pajak Madya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-49/P]J/2011 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi
Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya; dan

b. Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud di
atas.

13. Mengirimkan konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud angka 12 kepada

Direktur Jenderal Pajak untuk disetujui dan ditandatangani paling lama akhir bulan September tahun

evaluasi dilakukan.

Keterangan:

Saat mulai terdaftar Wajib Pajak di KPP yang baru adalah pada 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun
dilakukannya evaluasi.
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LAMPIRAN II

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-03/PJ/2012
Tanggal : 03 Februari 2012

PROSEDUR EVALUASI WAJIB PAJAK TERDAFTAR
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

Prosedur ini digunakan untuk melakukan evaluasi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Madya dalam hal:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) yang membawahi KPP Madya memandang
perlu untuk melakukan evaluasi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya pada tahun tersebut; dan

2. Evaluasi Wajib Pajak tersebut tidak bersamaan dengan evaluasi Wajib Pajak terdaftar pada KPP di
lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya
yang dilakukan oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan.

Dalam lampiran ini, akan diuraikan prosedur evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja di dalam

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

A. Prosedur evaluasi di KPP:

Setelah menerima surat permintaan daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP dari Kepala Kanwil DJP,
kegiatan yang dilakukan di KPP dalam rangka evaluasi Wajib Pajak terdaftar adalah:

1. Account Representative:

a. membuat daftar Wajib Pajak badan terbesar yang berada di bawah pengawasannya yang berisi
data realisasi pembayaran pajak kotor dan peredaran usaha yang tercantum di dalam SPT
Tahunan PPh Badan selama 3 (tiga) tahun terakhir;

b. menyusun peringkat Wajib Pajak terbesar berdasarkan pembobotan 80% (delapan puluh
persen) untuk rata-rata realisasi pembayaran pajak selama 3 (tiga) tahun dan 20% (dua puluh
persen) untuk rata-rata peredaran usaha selama 3 (tiga) tahun dengan menggunakan formulir
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V;

C. menyusun daftar peringkat Wajib Pajak terbesar Seksi Pengawasan dan Konsultasi berdasarkan
peringkat Wajib Pajak terbesar sebagaimana dimaksud pada huruf b;
d. menyerahkan daftar peringkat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala
Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi:

Meneliti dan menyetujui daftar peringkat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d
kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk dikompilasi.

3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi:

a. Mengompilasi dan menyusun daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP berdasarkan daftar
peringkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

1) KPP Madya menyusun daftar peringkat seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah
kerjanya;

2) KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya menyusun daftar
peringkat 100 Wajib Pajak badan terbesar yang terdaftar di wilayah kerjanya;

dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.

b. Meneliti dan memaraf daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP kemudian menyampaikannya
kepada Kepala KPP.

4. Kepala KPP:
Meneliti dan menyetujui daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP dengan menandatanganinya.

Keterangan:
Daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJP atasannya paling
lama akhir bulan Maret tahun evaluasi dilakukan.

B. Prosedur evaluasi di Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya
1. Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi:
a. membuat surat permintaan daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP kepada seluruh KPP yang

berada di dalam wilayah kerjanya paling lambat akhir bulan Januari tahun dilakukannya
evaluasi, dalam hal Kepala Kanwil DJP memandang perlu untuk melakukan evaluasi Wajib Pajak
terdaftar di KPP Madya;

b. mengompilasi daftar peringkat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 dari
seluruh KPP yang berada di wilayah kerjanya;

C. menyusun daftar peringkat Wajib Pajak terbesar Kanwil DJP berdasarkan hasil kompilasi
sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. menyusun daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Madya

berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
49/P1/2011 dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI dan
berkoordinasi dengan Kepala KPP Madya ;

e. menyampaikan daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP
Madya kepada pejabat atasannya secara berjenjang sesuai dengan hirarki jabatan untuk diteliti
dan disetujui.
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2. Kepala Kanwil DJP meneliti, menyetujui, dan menandatangani daftar usulan Wajib Pajak yang akan
didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Madya serta mengirimkannya kepada Direktur Potensi,
Kepatuhan dan Penerimaan paling lama akhir bulan Agustus tahun evaluasi dilakukan.

Catatan sebagai bahan pertimbangan:

Dalam menentukan Wajib Pajak yang akan terdaftar di KPP Madya, perlu diperhatikan Wajib Pajak dengan
jenis usaha yang bersifat musiman seperti jasa konstruksi, importir, atau indentor pihak lain.

C. Prosedur evaluasi di Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

1. menerima usulan daftar Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Madya dari
Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya;

2. menetapkan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Madya;
3. membuat dan menyetujui konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang:

a. Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan
Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor
Pelayanan Pajak Madya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-49/P]J/2011 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi
Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya; dan

b. Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud di
atas.

4. mengirimkan konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud angka 3 kepada
Direktur Jenderal Pajak untuk disetujui dan ditandatangani paling lama akhir bulan September tahun
evaluasi dilakukan.
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LAMPIRAN III

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-03/PJ/2012
Tanggal : 03 Februari 2012

PROSEDUR EVALUASI WAJIB PAJAK TERDAFTAR
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA

Prosedur ini digunakan untuk melakukan evaluasi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Perusahaan Masuk Bursa dalam hal terdapat Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah
dinyatakan efektif oleh Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (/isting) dan/atau Wajib Pajak
yang melakukan penghapusan pencatatan dari daftar saham di Bursa Efek Indonesia (delisting) yang disebabkan
karena perubahan status permodalan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (go private) pada
tahun tersebut.

Dalam hal tahun tersebut dilakukan evaluasi Wajib Pajak terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak
Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya, prosedur ini tetap dilakukan.

Dalam lampiran ini, akan diuraikan prosedur evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja di dalam
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

A. Prosedur evaluasi di KPP:
1. Account Representative:
a. membuat daftar usulan Wajib Pajak dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa dalam hal

terdapat Wajib Pajak yang melakukan penghapusan pencatatan dari daftar saham di Bursa Efek
Indonesia (delisting) yang disebabkan karena perubahan status permodalan dari perusahaan
terbuka menjadi perusahaan tertutup (go private) pada tahun tersebut dengan menggunakan
formulir sebagaimana di maksud dalam Lampiran VI; dan

b. menyerahkan daftar usulan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala
Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi:

Meneliti dan menyetujui daftar usulan Wajib Pajak yang dikeluarkan dari KPP sebagaimana dimaksud
pada angka 1 kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
untuk dikompilasi.

3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi:
a. mengompilasi dan menyusun daftar usulan Wajib Pajak yang dikeluarkan sebagaimana
dimaksud pada angka 2;
b. mendata dan membuat daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan

Masuk Bursa dalam hal terdapat Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya
telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (listing)
menggunakan formulir sebagaimana di maksud dalam Lampiran VI;

C. mengompilasi daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP
Perusahaan Masuk Bursa dengan menggunakan formulir sebagaimana di maksud dalam
Lampiran VI;

d. meneliti dan memaraf daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari
KPP Perusahaan Masuk Bursa kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPP untuk
ditandatangani.

4. Kepala KPP:

Meneliti dan menyetujui daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP
Perusahaan Masuk Bursa serta menandatanganinya.

Keterangan:

Daftar Usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa
dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus paling lama akhir minggu kedua bulan Juni tahun
evaluasi dilakukan.

B. Prosedur evaluasi di Kanwil DJP Jakarta Khusus:
1. Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi:
a. meneliti daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan
Masuk Bursa yang berasal dari KPP Perusahaan Masuk Bursa;
b. membuat daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP
Perusahaan masuk bursa;
C. menyampaikan daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP

Perusahaan Masuk Bursa kepada Kepala Kanwil DJP untuk diteliti dan disetujui.
2. Kepala Kanwil DJP:

Meneliti, menyetujui, dan menandatangani daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau
dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa serta mengirimkannya kepada Direktur Potensi,
Kepatuhan dan Penerimaan paling lama akhir bulan Juni tahun evaluasi dilakukan.

C. Prosedur evaluasi di Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

1. menerima daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan
Masuk Bursa sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2;
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2. menetapkan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa;
3. membuat dan menyetujui konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang:

a. Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan
Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor
Pelayanan Pajak Madya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-49/P]J/2011 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi
Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya; dan

b. Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud di
atas.

4. mengirimkan konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud angka 3 kepada
Direktur Jenderal Pajak untuk disetujui dan ditandatangani paling lama akhir bulan September tahun
evaluasi dilakukan.
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LAMPIRAN IV

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-03/PJ/2012
Tanggal : 03 Februari 2012

DISTRIBUSI WAKTU PELAKSANAAN EVALUASI WAJIB PAJAK TERDAFTAR PADA KPP DI LINGKUNGAN KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR, DI LINGKUNGAN KANWIL DJP
JAKARTA KHUSUS, DAN KPP MADYA YANG DILAKUKAN SETIAP 3 (TIGA) TAHUN

Ty Januarl Fabruarl | Marat April Mel Jun! Juli Agusius Sapiembaer

KPP WP Basar

KPP PMA
KPP Badora |
KPP MADYA Menyusun Danar Peringkat Wit Pajak

KPP Pratama DI Kanwll DJP
yang membawahl KPP Madys

Menyusun caflar Wallo Pajak yang 3kan Didaftarkan atau

KPP PMB o
Kantor Wilayah
Kanwil DJP WP Besar
Membuat Mengkompilasi dan
et Menyusun Datar Serngaat Daftar Usuian
Seimias Wajlo Pajak Tarbesar Wajlb Pajak
iKamwil dan Datiar Usuian yarg akan
Kanwil DJP Jakarta Knusus gg'lan!;fat Wajts Pajat ftar Biaaatkan atan
Walic Dikzluarkan darl
KPP 2MB
Pajak ke
KPP Mengkompiasi dan
SEI TP Yang et menyusun Dafiar Pernghat |yenyeun gafrar Usuan Wajlo Pajak yang 3kan Didafarcan df 15y Dikeisarkan darl KPP Macya
KPP Madya ajio Pajak Terbesar o AP g
Direktorat PKP
Dirsktorat 2KP . Mengkomphas! gan Membuat Daftar Peringka Wajlb . Menstapkan WP yang akan [Mererbitian KEP Dirfen teptang ;
23j38 Naslonat digatiaran pada KPP dl |1, Tempal Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Sagh Walk Pajax
ingaungan Kana DUP WR | di P2 di Lingkungan Kanwii DJP Wajb Pajak Basar, KPP o
i 2. Membuat Daftar Wajit: Fajak yang akan Didaftarkan di Besar, di lingkungan Kanwd| | INgRUNgan Kanil OUP Jakana Knusus dan KPS Macya, dan
g:::lntaap atau Dikearean dan KPP g ingkungan Kamal Wajib DJF Jakara Knusus dan
Dattar 2 P3jax Beear dan KPP alingkungan kanwil Jakaria Khusus. KPP Madya
Paringkat 2 Membual Kansep XEP 2. Pemindanan Tempat Pendaflaran dan Petaporan Usana Bag!
Wajib Pajak 3. \embuat dan Mengrimikan Daftar Wajib Pajak Masuk 6an Dirjen W3 Pajak garl KPP di Lingkungan Kanwil DJ? Walib Pajak
¥e Kanwi Keiar K2P LTO 0an K2P Diingkungan Kanwl Jakarta Sesar dan KPS di lingkungan Kanwl DJP Jakarta Khusus dan
Khusus kepada Kanwl DJP yang bersangkutan. KPP Madya
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DISTRIBUSI WAKTU PELAKSANAAN EVALUASI WAJIB PAJAK TERDAFTAR DI KPP MADYA

Januarl Fabruarl | Maret Agustus Saptember

KPP Madys

KPP Pratama di lingkungan Meenyusun Daftar Penngsat Wajle Pajak

Kanwil yang membawsahl KPP
Madya

Kantor Wilayah

Mengsompliast Daftar Perngat Wallb Pajak

1.
] P hi
Sains IF Ya mempawe 2 Menyusun can menglrmkan daftar uswian Wajio Pajak yang 3kan didanakan tau dkelarkan dar KOP Madya

KPP Madys

Direktorat PKP

. menetapkan Wallo Pajak yang akan didafarkan atau
dikeluarkan dar KPP Madya

2. Manerbikan KEP Difen -

3. Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usana Sag Waib Palak
41 KPR di Lingkungan Kanwil DJP Wajib P3jak Bagar, KPP o

RPp—— ingkungan Kamatl DJP Jakarta Knusus dan KPP Macya, dan

b. Pemindanan Tempat Perdattaran dan Selaporan Usana Bagl

W3 Pajak garl KPR di Lingkungan Kanwll DJ? Walib Pajak

Sesar oan KPP dl Ingkungan Kanwil DJ2 Jakarta Khusus dan
KPP Madya.

Keterangan : Prosedur ini dilaksanakan dalam hal pada tahun dilakukan evaluasi tidak bersamaan
dengan evaluasi Wajib Pajak terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar,
KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya.
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DISTRIBUSI WAKTU PELAKSANAAN EVALUASI WAJIB PAJAK TERDAFTAR DI KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA

Januarl Fabruarl Agustus Saptember

KPP
KPP PMB Menyusun Usuian Daftar Wajb Pajak yang akan gloaftarsan alau cieluarkan darl KPP Perusanaan Masuk _
Bursz

Kantor Wilayah

Kanwil DJP Jakarta Khusus

Direktorat PKP

1, menetapkan Wajlo Pajak yang asan didafarkan atau

dikeluarkan darl KOF Madya

2. Menarbitkan KEP Difen -

3. Tempal Perdaftaran dan Pelaporan Usana Sagl Wad Pajas
dl P2 di Lingkungan Xanwll D.J2 Wajlb Pajak Basar, KPP o

Direktorat PKP Ingkungan Kanail DJP Jakana Knusus 03n KPP Macya. can

b. Pemindanhan Tempat Pendaflaran dan Peiaporan Usana Bag!
W3 P3jak darf KP? di Lingkungan Xanwll DJP Walib Pajak
Sesar dan KPP dl lingkungan Kanwll DJP Jakarta Khusus dan
KPP Madya

Keterangan : Prosedur ini dilaksanakan dalam hal pada tahun dilakukan evaluasi tidak bersamaan
dengan evaluasi Wajib Pajak terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar,
KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya.
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LAMPIRAN V

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-03/P3/2012
Tanggal : 03 Februari 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN / KANTOR WILAYAH ....coviviiiiiiiiiiinnnns

KANTOR PELAYANAN PAJAK.......ccovvvininen
DAFTAR PERINGKAT WAJIB PAJAK TERBESAR KPP/KANTOR WILAYAH/NASIONAL

SELAMA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR ( .cvcverarunsens L3 > 2 )
o Pembobotan
B NPWP %a;r?ﬂ-bgsziaieggjs:s ! Rata-Rata Peredaran Usaha 3 80 : 20 Status Kota/
Nama Wajib 3 Tahun Terakhir Tahun Terakhir (80%x(9)) | Permodalan Kabupaten/
Nol) Pajakz) (dalam miliar) (dalam miliar) + Saat KLU 4)
(20%x(13)) Tahun Kec_l?gqn’?;?a? Keterangan
_ Dilakukan .
Kode Kode Th. Th. Th. Ra2ta h h.2 h.3 Rata-2 (rata rl]‘ata 3 Evaluasi 3) Domisili WP
KPP | Cabang | 1 2 3 - Th.l 4 Th.2 | Th. 3th th.
3 th X bobot)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
........... P71 0 BRI
KEPALA KANTOR / DIREKTUR)...
NAMAS) Lo
NIPS) Lo
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Keterangan:
1) = Nomor urut dimulai dari Wajib Pajak terbesar berdasarkan pembobotan rata-rata 3 tahun

2) = Nama Wajib Pajak adalah nama Wajib Pajak yang masuk dalam:

a) Untuk Kanwil yang membawahi KPP Madya di isi dengan 500 Wajib Pajak Badan terbesar di Kanwil
tersebut

b) Untuk Kanwil DJP WP Besar diisi dengan daftar peringkat Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kanwil
DJP WP Besar

c) Untuk Kanwil DJP Jakarta Khusus di isi dengan seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di Wilayahnya,
kecuali KPP PMB yang hanya diisi Wajib Pajak perusahaan emiten dan KPP Badora Satu yang hanya
diisi dengan Wajib Pajak BUT .

3) = Diisi dengan angka antara lain:
1. BUT 3. PMB - PMA 5. PMA Non PMB 7. Lain-lain
2. BUMN 4. PMB - PMDN 6. PMDN Non PMB

4) = Diisi dengan Kota atau Kabupaten tempat kedudukan Wajib Pajak, Khusus Wajib Pajak bertempat kedudukan
di Jakarta, diisi dengan kecamatan tempat kedudukan Wajib Pajak.

5) = Dalam hal tabel merupakan Daftar Peringkat WP Badan Terbesar Nasional, tidak perlu dibubuhkan tanda
tangan dan tidak perlu ditulis pejabat penandatangan.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .........

LAMPIRAN VI

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
SE-03/P1/2012
03 Februari 2012

Nomor

Tanggal

/ KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA

DAFTAR USULAN WAJIB PAJAK YANG AKAN DIDAFTARKANI ATAU DIKELUARKAN DARI

KPP..iviiirerenananas
i Usulan KPP Tempat
No Nama'Wajlb NPWP f KPP Tempat Tgrdaftar KLU Alasan/
Pajak Terdaftar Baru™) Saat ini Keterangan
1) (2) (3) (4) (5) (6) )
....... .1 O R
KEPALA KANTOR
NAMA L
NIP e
Keterangan : *) Kolom (4) diisi dengan usulan KPP tempat terdaftar baru
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LAMPIRAN VII

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor :  SE-03/PJ/2012
Tanggal : 03 Februari 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN DAN PENERIMAAN

DAFTAR WAJIB PAJAK MASUK DAN KELUAR
KPP DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR DAN KPP DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS

DARI ATAU KE KPP DI WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DJP £
KANWIL ATASAN KPP Realisasi Pembayaran Peredaran Usaha 3 Tahun Kota/Kabupaten/
Nama Waiib NPWP TEMPAT TERDAFTAR Pajak 3 Tahun Terakhir Terakhir P 2)
No 2J BARU 3) (dalam miliar) (dalam miliar) KLU Kecamatan Ket
Pajak : Kod Kod DIP Wajib DJP Jakart DIP 1) Tempat
ode ode aji akarta Domisili WP
KPP Cabang Pajak Besar Khusus | ......... Th. 1 Th.2 Th.3 Th. 1 Th. 2 . 3
1) (2) (3) (4) (5) (6) ) (8) 9 (10) a1 (12) (13) 14) (15) (16) a7
1
2
dst
........... ) e 200,
DIREKTU
NAMAS) Lo
NIP 5) oo
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Keterangan:

1) = Diisi dengan Kanwil DJP (selain Kanwil DJP WP Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus) yang membawahi KPP
tempat WP terdaftar baru atau WP terdaftar sebelumnya

2) = Nama Wajib Pajak yang akan dipindahkan masuk ke atau keluar dari KPP di wilayah kerja Kanwil ybs.
3) = Beri tanda X pada Kanwil atasan KPP di mana Wajib Pajak tersebut akan terdaftar (KPP Terdaftar Baru).
4) = Diisi dengan Kota atau Kabupaten tempat kedudukan Wajib Pajak,

Khusus Wajib Pajak bertempat kedudukan di Jakarta, diisi dengan kecamatan tempat kedudukan Wajib
Pajak.

5) = Diisi dengan nama dan NIP pejabat penandatangan.
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